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ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the 2024 Self-Help Housing Stimulant Assistance
Program (BSPS) policy at the Bitung City Public Housing, Settlement Areas and Land Agency.
Government assistance for low-income communities to encourage and increase self-reliance in improving
the quality of homes and building new homes along with infrastructure, facilities, and public utilities is
self-help housing stimulant assistance, hereinafter abbreviated as BSPS. The unfulfilled need for livable
housing for low-income communities is the government's responsibility. In accordance with Law Number
1 of 2011 which states that the government and local governments need to provide ease of obtaining
housing for low-income communities through a gradual housing development planning program in the
form of providing easy financing and/or construction of infrastructure, facilities, and public utilities in
residential areas. This study uses qualitative research methods. Using the Policy Implementation theory
from Van Meter and Van Horn, the research results show that the implementation of the self-help housing
stimulus assistance program is running well, but the level of public understanding is still lacking.
Keywords: Implementation, Policy, Assistance, Housing, Self-Help.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024 Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan Kota Bitung. Bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong
dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta
prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya
disingkat BSPS. Tidak terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
merupakan tanggung jawab pemerintah. Sesuai UndangUndang Nomor 1 tahun 2011 yang menyebutkan
bahwa pemerintah dan pemerintah daerah perlu memberikan kemudahan perolehan rumah bagi
masyarakat berpenghasilan rendah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara
bertahap dalam bentuk pemberian kemudahan pembiayaan dan/atau pembangunan prasarana, sarana, dan
utilitas umum di lingkungan hunian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kkualitatif.
Menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn Dari hasil penelitian
menunjukkan pelaksanaan program bantuan stimulant perumahan swadaya berjalan dengan baik namun
Tingkat pemahaman masyarakat masih kurang.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Perumahan, Swadaya.

PENDAHULUAN
Masalah kemiskinan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang mencakup
kebutuhan fisik, psikis, dan sosial (Nugraha, 2014). Salah satunya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan
rumah yang layak huni. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) menyebutkan, bahwa
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setiap orang berhak hidup sejahterah lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan
watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati
diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan bagi
setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan
manusia. Tempat tinggal pada dasarnya merupakan wadah bagi manusia atau keluarga dalam
melangsungkann kehidupannya. Fungsi yang sangat vital bagi kehidupan manusia pada hakikatnya adalah
tempat tinggal. Manusia tidak akan dapat hidup dengan layak tanpa tempat tinggal,. Terwujudnya
kebutuhan akan pangan dan sandang saja tidaklah cukup (Farida, 2020).

Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada
perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi
masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu
mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan harus senantiasa di
dasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab-
sebab timbulnya persoalan itu. Jika masalah ini tidak segera ditangani, akan memperburuk keadaan
kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah telah berupaya dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia
yaitu dengan mencanangkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang di atur di
dalam PERMEN PUPR No.07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Bantuan
Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan
dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas
umum merupakan bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS. Sehubungan
dengan melaksanakan pembangunan masyarakat harus menyiapkan swadayanya, karena bantuan ini
diwujudkan dalam bentuk barang, untuk mewujudkan bangunan rumah masyarakatnya harus berswadaya.
Kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah menjadi syarat
standar layak huni. Jenis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terdiri atas Peningkatan Kualitas
Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS). Peningkatan Kualitas Rumah
Swadaya (PKRS) adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang
diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
Sedangkan Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan
pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik
secara perseorangan atau berkelompok.

Masyarakat yang berpenghasilan rendah agar mampu berdaya guna dalam upaya meningkatkan
kualitas rumahnya menjadi dasar sebagai stimulus untuk program BSPS yang merupakan bantuan dari
pemerintah. Kota Bitung berdasarkan tabel di bawah ini, mimiliki 8 Kecamatan dan 69 Kelurahan.

Tabel 1: Jumlah Kecamatan dan Keluarahan Kota Bitung

Kecamatan Jumlah Kelurahan
Madidir 8
Matuari 8
Girian 7
Lembeh Selatan 7
Lembeh Utara 10
Aertembaga 10
Maesa 8
Ranowuli 11
Jumlah 69

Sumber: BPS Kota Bitung tahun 2025
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Tabel 2: Jumlah penduduk kota Bitung

Kecamatan Jumlah Penduduk Presentase Kepadatan
(ribu) Penduduk Penduduk per km
persegi

Madidir 34.9 16.15 1.675

Matuari 37.7 17.45 1.110

Girian 373 17.26 7.213
Lembeh Selatan 10.5 4.85 410
Lembeh Utara 9.4 4.35 340
Aertembaga 29.3 13.59 887

Maesa 36.0 16.64 3.707
Ranowuli 21.0 9.71 133
Jumlah 216 100 689

Sumber: BPS Kota Bitung tahun 2025

Pada tahun 2025, terdapat sekitar 13.570 jiwa penduduk miskin di Kota Bitung, yang mencakup
persentase sebesar 5,81% dari total populasi. Jumlah ini merupakan data terbaru yang dirilis oleh Badan
Pusat Statistik (BPS) berdasarkan data Sensus Sosial Ekonomi (Susenas) Maret 2025.

Bantuan stimulan ini adalah fasilitas pemerintah yang berupa sejumlah dana untuk diberikan kepada
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pelaksanaan pembangunan swadaya yang dimaksud
merupakan penerima bantuan stimulan dimaksudkan untuk dibantu. Perumahan swadaya merupakan
rumah yang dibangun dengan prakarsa serta upaya masyarakat, dengan cara sendiri atau berkelompok,
yang mencakup perbaikan, pembaharuan atau perluasan, pembangunan rumah yang baru beserta
lingkungan. Masyarakat berpenghasilan rendah merupakan masyarakat yang menyandang keterbatasan
daya beli, maka dari itu harus memperoleh dukungan pemerintah untuk mendapatkan rumah yang layak
huni. Untuk melaksanakan pembangunan, masyarakat harus menyiapkan swadaya. Karena bantuan ini
diwujudkan dalam bentuk barang. Menyediakan rumah yang layak huni, sehat dan tanah yang ingin
dibanguni rumah merupakan tanah milik sendiri menjadi sasaran program bantuan stimulan.

Masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah tinggal yang layak menjadi mekanisme
pelaksanaan bantuan ini dalam memberikan perumahan yang efisien dan sasarannya tepat. Program
bantuan ini dilaksanakan dengan bentuk pemberian bantuan bahan bangunan yang digunakan untuk
membangun atau merenovasi rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak dihuni.

Proses kebijakan publik, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan berbagai
kegiatan yang telah ditetapkan dan disetujui dengan memanfaatkan sumber daya serta sarana prasarana
yang diperlukan untuk mencapai tujuan publik yang diinginkan. Implementasi kebijakan akan lebih mudah
dipahami apabila dijelaskan melalui model konkret, karena model tersebut memberikan gambaran
mengenai objek, kondisi, atau proses yang terjadi.

Pelaksanaan program dapat dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan melalui penggunaan
sarana dan prasarana yang telah dipilih secara tepat. Ukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari
dua hal utama, yaitu apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,
dan apakah tujuan program tersebut berhasil dicapai. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaan kebijakan
publik, tahap implementasi menjadi bagian yang paling penting karena menentukan keberhasilan
kebijakan secara keseluruhan.

Hasil observasi awal di Kota Bitung, pelaksanaan program ini ditangani oleh Dinas Perumahan,
Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bitung. Adanya program ini, Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) mendapat bantuan karena kondisi bangunan yang tidak memenuhi standar seperti dinding
yang masih menggunakan kayu dan atap rumah sudah tidak layak, sehingga program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BPSP) membawa dampak perubahan kondisi fisik rumah tidak layak huni menjadi
layak huni.
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METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dalam
pemahamannya yaitu data yang diwujudkan dalam bentuk rangkaian kata-kata dan bukan dalam bentuk
angka. Menurut Moleong (2006), Fokus dalam penelitian ini Adalah mengkaji tentang implementasi
kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kota Bitung yang diterapkan hingga tahun
2023, menggunakan teori dari Meter dan Horn dalam Agustino 2017:126 dengan indicator sebagai berikut:
1. Standar Dan Sasaran Kebijakan
2. Sumber Daya Kebijakan
3. Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik
4. Komunikasi Antar Organisasi
5. Karakteristik Agen Pelaksana
6. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Menurut Lofland dalam Moleong (2006), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-
kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lainnya. Berkaitan dengan hal
tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber data Adalah Data Primer dan
Data Sekunder.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode yang umum digunakan pada pendekatan
kualitatif, yaitu observasi, wawancara mendalam (in depth interview) dan studi dokumentasi (Sugiyono,
2001). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan tujuan penelitian.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data kombinasi, antara lain sebagai
berikut: Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

PEMBAHASAN

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu kebijakan pemerintah
yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat
menempati hunian yang layak, sehat, dan aman. Program ini menekankan pada prinsip pemberdayaan
masyarakat melalui partisipasi aktif penerima bantuan dalam proses pembangunan atau perbaikan
rumahnya sendiri. Implementasi kebijakan BSPS di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kota Bitung menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengurangi jumlah rumah
tidak layak huni serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan BSPS di Kota Bitung melibatkan beberapa tahapan
penting, yaitu tahap perencanaan, penetapan calon penerima bantuan, pelaksanaan pembangunan, serta
tahap pengawasan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan pendataan terhadap rumah tangga yang
tergolong masyarakat berpenghasilan rendah dan memiliki rumah yang tidak layak huni. Pendataan ini
dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan, sehingga diharapkan data yang
diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Selanjutnya pada tahap penetapan calon penerima bantuan, dilakukan proses verifikasi dan validasi
data calon penerima BSPS. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat
sasaran. Penerima bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria seperti memiliki rumah
tidak layak huni, berpenghasilan rendah, serta memiliki status kepemilikan lahan yang jelas. Dalam
konteks ini, peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sangat penting
dalam melakukan seleksi dan penetapan penerima bantuan secara transparan dan akuntabel.

Pada tahap pelaksanaan, program BSPS di Kota Bitung dilaksanakan dengan pendekatan swadaya
masyarakat. Artinya, masyarakat penerima bantuan tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga
berperan sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan rumahnya. Bantuan yang diberikan oleh
pemerintah bersifat stimulan, yaitu berupa dana yang digunakan untuk pembelian bahan bangunan,
sementara tenaga kerja sebagian besar berasal dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini tidak
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hanya membantu mengurangi biaya pembangunan, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung
jawab masyarakat terhadap rumah yang dibangun atau diperbaiki.

Selain itu, pelaksanaan program BSPS juga melibatkan tenaga fasilitator lapangan yang bertugas
memberikan pendampingan kepada masyarakat penerima bantuan. Fasilitator ini membantu masyarakat
dalam merencanakan pembangunan rumah, mengelola penggunaan dana bantuan, serta memastikan bahwa
proses pembangunan berjalan sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan. Kehadiran fasilitator
menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan efektif dan efisien.

Berikut ini Adalah jumlah bantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Bitung melalui Program
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari tahun 2020-2023:
Tabel 3: Jumlah Peneriman Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari tahun
2020-2023 Kota Bitung

Tahun Lokasi Jumlah Nilai (Rp) Sumber Dana
Unit
2020 Kecamatan Madidir 78 DAK Dinas
1.365.000.000 Perkimtan TA 2020
2021 Kecamatan Madidir 30 DAK Dinas
Kecamatan Maesa 22 1.040.000.000 Perkimtan TA 2021
2022 Kecamatan Madidir 2 DAK Dinas
Kecamatan Maesa 1 60.000.000 Perkimtan TA 2022
2023 Kecamatan Madidir 9 DAU Dinas
Kecamatan Matuari 13 500.000.000 | Perkimtan TA 2023
Kecamatan Maesa 1
JUMLAH 156 2.965.000.000

Sumber: Kantor Disperkkimtan Kota Bitung. 2026

Dari data diatas terlihat bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terakhir
diimplementasikan pada tahun 2023 dengan jumlah 32 Unit rumah dan yang terbanyak terjadi di tahun
2020 yakni 78 unit rumah. Dari sumber dana yang disediakan bersumber dari dana alokasi umum dinas
dan dana alokasi khusus dinas dengan total anggaran sebanyak Rp. 2.965.000.000.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkimtan Kota Bitung, masing-
masing unit rumah mendapatkan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang dibagi Rp. 17.500.000 untuk
biaya bahan dan Rp. 2.500.000 untuk biaya jasa tukang. Pemberian juga dilakukan melalui 2 (dua) tahap
pencairan Dimana syaratnya laporan tahap pertama sudah dilaporkan dan kemudian dana tahap kedua
dicairkan.

Adapun penyebab tidak adanya bantuan pada tahun 2024-2025 menurut kepala dinas Perkimtan Kota
Bitung karena kebijakan pimpinan yakni walikota serta dengan adanya efesiensi anggaran sehingga
beberapa program ditunda dan pada tahun 2026 baru dimulai lagi dengan diusulkannya Program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yakni sebanyak 1.040 unit rumah dan baru disetujui sekitar 765
unit rumah. Hal ini menurut kepala dinas masih lagi perlu mengunggu persetujuan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu
kendala yang sering muncul adalah keterbatasan anggaran yang tersedia dibandingkan dengan jumlah
rumah tidak layak huni yang masih cukup besar di Kota Bitung. Hal ini menyebabkan tidak semua
masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat segera menerima program BSPS. Selain itu, kendala
administratif seperti kelengkapan dokumen kepemilikan tanah juga sering menjadi hambatan bagi
masyarakat untuk dapat menjadi penerima bantuan.

Kendala lainnya berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya optimal.
Meskipun program BSPS menekankan pada prinsip swadaya, tidak semua masyarakat memiliki
kemampuan yang sama dalam hal tenaga, waktu, maupun sumber daya tambahan untuk mendukung proses
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pembangunan rumah. Kondisi ini terkadang menyebabkan proses pembangunan rumah berjalan lebih
lambat dari yang direncanakan.

Meskipun demikian, secara umum implementasi kebijakan program BSPS di Kota Bitung telah
memberikan dampak positif bagi masyarakat. Program ini mampu meningkatkan kualitas hunian
masyarakat berpenghasilan rendah serta menciptakan lingkungan permukiman yang lebih layak dan sehat.
Selain itu, program ini juga mendorong tumbuhnya semangat gotong royong di tengah masyarakat, karena
proses pembangunan rumah seringkali melibatkan bantuan dari tetangga dan masyarakat sekitar.

Dengan demikian, implementasi kebijakan program BSPS di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Bitung dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, meskipun masih
terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di
masa yang akan datang, diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,
serta masyarakat. Selain itu, perlu juga adanya peningkatan alokasi anggaran serta penyederhanaan
prosedur administratif agar lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari program BSPS.
Melalui upaya tersebut, diharapkan program BSPS dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan permukiman yang layak huni di Kota Bitung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa standar dan sasaran kebijakan
dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Bitung pada dasarnya
telah ditetapkan secara jelas oleh pemerintah pusat melalui pedoman teknis dari Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat. Standar kebijakan tersebut mencakup berbagai kriteria yang harus
dipenuhi oleh calon penerima bantuan, antara lain kondisi rumah yang tidak layak huni, status kepemilikan
rumabh, serta kategori masyarakat berpenghasilan rendah.

Dari sisi sumber daya manusia, pelaksanaan program BSPS melibatkan berbagai pihak, antara lain
aparat pemerintah daerah, tenaga pendamping, pemerintah kecamatan, serta pemerintah kelurahan. Tenaga
pendamping memiliki peran penting dalam memberikan arahan teknis kepada masyarakat penerima
bantuan serta melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan rumah. Dari sisi sosial, penelitian ini
menemukan bahwa masyarakat di Kota Bitung masih memiliki nilai-nilai gotong royong yang cukup kuat.
Dalam proses pembangunan rumah penerima bantuan, masyarakat seringkali saling membantu baik dalam
bentuk tenaga kerja maupun dukungan material. Semangat kebersamaan tersebut menjadi salah satu faktor
yang mempercepat proses pembangunan rumah.

Komunikasi antarorganisasi dalam pelaksanaan Program BSPS di Kota Bitung pada dasarnya telah
berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah, serta pelaksana teknis di lapangan melalui berbagai saluran komunikasi formal maupun informal.
Disposisi atau sikap pelaksana dalam Program BSPS dinilai cukup baik oleh masyarakat. Hal ini
ditunjukkan melalui sikap ramah, sopan, responsif, serta adanya kepedulian dan tanggung jawab dalam
memberikan pelayanan
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